

10

[bookmark: _GoBack]BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang meresahkan masyarakat adalah pencurian, yang merupakan kejahatan konvensional umum di Indonesia, khususnya pencurian ringan. Kejahatan ini menimbulkan keresahan sosial dan kerugian materiil. Buku II KUHP, khususnya Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda, mengatur tindak pidana pencurian ringan tepatnya pada Pasal 364 KUHP. Menurut Pasal 364 KUHP, “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. Dengan demikian, pencurian ringan adalah salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa izin, namun dengan nilai barang yang relatif kecil dan tanpa disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.[footnoteRef:1] [1: Fransiskus Putra P.R, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan, Jurnal Collegium Studiosum, Vol. 7, No. 2, (2024), hlm. 700.] 

Berdasarkan data statistik jumlah kasus pencurian di Polresta Medan diketahui bahwa pada tahun 2025, kasus pencurian di Kota Medan adalah sebanyak 1552 kasus yang terdiri dari kasus pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 76 kasus, pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 928 kasus, kasus pencurian kenderaan bermotor sebanyak 542 kasus, dan 7 kasus pencurian ringan sebanyak 7 kasus.[footnoteRef:2] [2: Dinas Kominfo Kota Medan, Pengaktifan 1.160 Poskamling dan Sinergi dengan Kepolisian: Setahun Rico Waas, Angka Kriminalitas di Medan Turun, melalui https://portal.medan.go.id/, diakses pada tanggal 29 April 2026, pukul 13.18 Wib. ] 

Fenomena kejahatan yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Medan adalah kejahatan pencurian ringan, seperti pencurian handphone. Maraknya kasus pencurian handphone di Kota Medan telah menyebabkan terganggunya keamanan masyarakat secara signifikan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil yang dialami oleh korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Ketika kejahatan ini meningkat, masyarakat merasa kurang aman saat berada di tempat umum, seperti pasar, jalan raya, stasiun, dan tempat keramaian lainnya. Rasa waspada dan kekhawatiran akan kehilangan barang berharga membuat mereka menjadi lebih berhati-hati dan terkadang mengurangi aktivitas di luar rumah, yang berimplikasi pada berkurangnya interaksi sosial dan produktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.
Selain itu, tingginya angka pencurian handphone memunculkan rasa tidak percaya terhadap efektivitas penegakan hukum dan aparat keamanan. Banyak masyarakat merasa bahwa tindak kejahatan tersebut tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga pelaku kejahatan merasa bebas beraksi dan masyarakat merasa tidak terlindungi. Dampaknya, tingkat kenyamanan dan ketertiban umum menurun, dan suasana kota menjadi tidak kondusif untuk berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.
Secara psikologis, korban pencurian sering mengalami trauma dan rasa takut yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan kualitas hidup mereka. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran yang meluas di masyarakat dan mempengaruhi suasana sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, maraknya kasus pencurian handphone di Medan telah memberikan dampak yang luas, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara signifikan, dan membutuhkan upaya penanganan yang komprehensif dari semua pihak terkait guna mengembalikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.
Salah satu contoh kasus pencurian ringan yang pernah terjadi di Kota Medan yaitu kasus pencurian sebuah Handphone di jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan pada tahun 2023. Adapun kronologis kasus tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Sukimin sedang bekerja memperbaiki sepeda motornya yang rusak di rumahnya yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Sempurna No. 10, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
Pada saat bekerja saksi Sukimin menaruh 1 unit handphone merek Realmi 8 miliknya di kantong sebelah kiri baju yang dikenakannya dan tak lama kemudian Terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti datang dan meminta uang kepada saksi Sukimin namun tidak diberikan dan saksi Sukimin memarahi Terdakwa karena saksi Sukimin sebelumnya sudah memberikan uang kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa juga mengambil besi dari dalam rumah saksi Sukimin dan saksi Sukimin meminta kepada Terdakwa untuk dikembalikan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan beberapa saat antara Terdakwa dengan saksi Sukimin saling bercakap cakap sambil saksi Sukimin memperbaiki sepeda motornya dan kemudian Terdakwa mendekati posisi saksi Sukimin dan posisi Terdakwa berada di belakang saksi Sukimin kemudian dengan tangannya Terdakwa mengambil 1 unit handphone miliknya di kantong sebelah kiri baju saksi Sukimin dan membawanya pergi dengan berlari dan saksi Sukimin berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
Saksi Sukimin merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga pada tahun 2025 Terdakwa berhasil ditangkap. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa terdakwa Paisal Alamsyah Rangkuti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun.
Adapun permasalahan yang timbul dari putusan tersebut adalah tidak terciptanya aspek hukum dan keadilan bagi terdakwa maupun korban. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap putusan tersebut. Adapun alasan peneliti melakukan analisis ini karena tingginya angka pencurian ringan yang terjadi di Kota Medan, seperti kasus pencurian handphone di atas.
Dalam praktiknya, putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, seperti ketentuan pidana, asas-asas hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini penting agar proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.[footnoteRef:3] Namun, dalam kenyataannya, muncul pertanyaan mengenai bagaimana aspek hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian ringan. Kasus Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji, mengingat adanya kemungkinan perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara ini. [3: Fransiskus Putra P.R, dkk, Op.Cit., hlm. 700. ] 

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum yang berlaku dan diterapkan dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan putusan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik peradilan yang terjadi, serta memberi masukan untuk meningkatkan kualitas proses penegakan hukum pidana di masa mendatang.
Keadilan juga merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerapan prinsip keadilan dalam proses peradilan tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan sistem peradilan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat, pelaku tindak pidana, dan korban. Prinsip keadilan harus tercermin secara nyata dalam setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, termasuk dalam kasus tindak pidana pencurian ringan.[footnoteRef:4] [4: Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudi, dkk, Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam, Jurnal USM Law Review, Vol. 8, No. 1, (2025), hlm. 511. ] 

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim merupakan bagian penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam putusan. Pertimbangan tersebut harus mampu mencerminkan prinsip keadilan, baik dari segi aspek hukum, keadilan substantif, maupun keadilan prosedural. Penerapan prinsip keadilan yang tidak tepat dapat berakibat pada ketidakpastian hukum, ketidakpuasan masyarakat, dan merusak citra lembaga peradilan itu sendiri.[footnoteRef:5] [5: Ibid. ] 

Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji terkait bagaimana prinsip keadilan diterapkan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan substantif maupun prosedural, dan bagaimana hakim menyeimbangkan aspek hukum dan keadilan dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara prinsip keadilan dengan praktik peradilan, serta memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pertimbangan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Di samping itu, proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan tahap akhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang sangat menentukan keadilan dan kepastian hukum. Dalam menentukan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Faktor-faktor ini penting untuk dipahami agar proses peradilan berjalan secara objektif, proporsional, dan adil.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan dapat bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pertimbangan hukum, fakta-fakta terbukti di persidangan, dan pertimbangan keadilan substantif. Sedangkan faktor eksternal dapat meliputi tekanan sosial, norma masyarakat, pengalaman hakim, dan budaya hukum setempat. Selain itu, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi adalah faktor yuridis seperti ketentuan undang-undang yang berlaku, serta faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa.
Dalam konteks Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn, penting untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Apakah faktor-faktor tersebut sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil akhir putusan.
Penelitian ini sangat relevan dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam proses penjatuhan putusan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pengambilan keputusan di tingkat pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan objektivitas hakim dalam memutus perkara pidana pencurian ringan.
Adapun pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian tentang analisis aspek hukum dan keadilan dalam putusan tindak pidana pencurian ringan karena penelitian ini sangat penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak terdakwa. Peneliti merasa bahwa dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan antara aspek hukum yang berlaku dan realitas di lapangan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peneliti merasa bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan peradilan dalam menjalankan tugasnya secara adil dan proporsional.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Aspek Hukum dan Keadilan dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Analisis Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana aspek hukum yang berlaku dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.
2. Untuk mengetahui aspek hukum yang berlaku dalam proses penetapan dan pertimbangan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 2232/Pid.B/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan aspek hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana, khususnya tindak pidana pencurian ringan, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan studi yurisprudensi dengan menganalisis aspek hukum dan keadilan dalam sebuah putusan pengadilan, serta menjadi dasar teoritis untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada hakim, jaksa, penasihat hukum, dan aparat penegak hukum lainnya tentang pentingnya menerapkan aspek hukum dan keadilan secara proporsional dalam memutus perkara pencurian ringan, menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam menilai, menyusun, dan mengambil keputusan yang berkeadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta membantu masyarakat memahami proses peradilan dan pentingnya penerapan aspek hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.
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